
BERITADAERAH 

PROVINSIJAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 103 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 

NOMOR 103 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARAN TU GAS POKOK, FUNGSI DAN TATA 
KERJASEKRETARIAT BADAN NARKOTIKAPROVINSI 

JAWATENGAH 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Lembagalain Daerab.Provinsi Jawa Tengah, maka 
perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang 
Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata 
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Mengingat 
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Kerja Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa 
Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran NegaraRepublikindonesia Tahun 2004 
Nomor 53, TambahanLembaranNegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyeleng-garaanPemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun '2005 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembangian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintaban Daerah K.abupaten/K.ota (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun2007Nomor 82, 
Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, TambahanLembaran NegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4 741 ); 

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun2007 tentang · 
Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 
Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Meajadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran DaerahProvinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

10. PeraturanDaerahProvinsiJawa TengahNomor 10 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 
16); 
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Menetapkan 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN, 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN 
NARKOTIKAPROVINSI JAWA TENGAH. 

9. ' Kepala Sekretariat Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya 
disebut KALAKHAR BNP adalah Kepala Pelaksana Harian 
Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah. 

l 0. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan clan peredaran 
gelap narl.cotika, psikotropika, precursor dan badan adiktiflainnya 
yang selanjutnya disebut P4GN. 

11. Jabatan Fungsional adalahkedudukan yang memmjukkan, tugas, 
tanggungjawab, wewenang danhak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifatmandiri. 

BABI 
KETENTUANUMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 
l. Provinsi adalahProvinsi Jawa Tengah. 
2. Kabupaten/K.ota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

4. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

6. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah 
Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah .. 

7. Ketua Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Ketua 
BNP adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah. 

8. Sekretariat Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut 
Sekretariat BNP adalah Sekretariat Badan Narkotika Provinsi 
Jawa Tengah. 
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BAB II 
PENJABARAN TU GAS PO KOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Sekretariat BNP 

Pasal2 
SekretariatBNP mempunyai tugas pokok memberikan dukuogan teknis, 
administratif clan operasional kepadaBNP di bidang P4GN. 

Pasal3 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Sekretariat BNP mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program SekretariatBNP; 
b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur 

penyelenggaraan P4GN; 
c. pemberian dukungan pengkoordinasian perangkat daerah dan 

instansi pemerintah lingkup provinsi dan kabupaten/kota � 
penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional 
dibidang ketersediaan clan P4GN; 
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d. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis 
penyelenggaraan P4GN; 

e. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan 
P4GN; 

f pemberian dukungan pelaksanaan operasional penyelenggaraan 
P4GN; 

g. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan 
pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan 
operasional Badan Narkotika Nasional; 

h. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 
P4GN; 

1 pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, 
rumah tangga danketatausahaan dilingkungan BNP; 

J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
KALAKHARBNP 

Pasal4 
KALAKHAR BNP memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

Pasal 5 
(I) K.ALAKHARBNP, membawahkan: 

a. Bagian Tata Usaha; 
b. Bidang Pencegahan; 
c. Bidang Penegakan Hukum; 
d. Bidang Terapi Dan Rehabilitasi; 
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· e. Bidang Data Dan Sistem Informasi; 

f Satuan Tugas; 
g. KelompokJabatan Fungsional. 

(2) Bagian'Iata Usabasebagaimanadimaksud padaayat(l ), dipimpin 
oleh seorang KepalaBagian Tata Usaha yang beradadibawah 
dan bertanggungjawab kepada K.ALAKHAR BNP. 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada K.ALAKHAR BNP. 

( 4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), berada di 
bawah dan bertanggung jawab ketua BNP yang dalam 
pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan olehKALAKHARBNP. 

( 5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional 
Senior sebagaiketua kelompok dan bertanggungjawab kepada 
KALAKHARBNP. 

Bagian Ketiga 
Bagian Tata Usaba 

Pasal 6 

BagianTata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan tekois, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan 
kepegawaian. 

Pasal 7 

Untukmenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Bagian Tam Usahamempunyai fimgsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di 
bidang program; 
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b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di 
bidang keuangan; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di 
bidang umum dan kepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKALAKHAR BNP 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 8 

(1) Bagian Tata Usaha, membawahkan: 

a. Subbagian Program; 

b. SubbagianKeuangan; 
c. Subbagian Umum danKepegawaian. 

· (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala S ubbagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian 
Tata Usaha. 

Pasa19 

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi 
perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 10 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan 
keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Sekretariat 
BNP. 
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Pasal 11 

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
um.um dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan adm.inistrasi 
kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, 
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan 
Sekretariat BNP. 

Bagian Keempat 
Bidang Pencegahan 

Pasal 12· 

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang 
penyuluhan, penerangan, advokasi dan partisipasi masyarakat 

Pasal 13 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi: · 

a. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan 
operasional di bidang penyuluhan dan penerangan; 

b. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan 
operasional di bidang advokasi dan partisipasi masyarakat; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNP 
sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 14 

(1) Bidang Pencegahan, membawahkan: 
a. Subbidang PenyuluhanDan Penerangan; 
b. SubbidangAdvokasi Dan Partisipasi Masyarakat 
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(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Pencegahan. 

Pasal 15 

Subbidang Penyuluhan DanPenerangan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan 
operasional di bidang penyuluhan dan penerangan, meliputi : 
pengkoordinasian pelaksanaan operasional program penyuluhan dan 
penerangan, penyiapan bimbingan teknis di bidang penyuluhan dan 
penerangan, pelaksanaan kegiatan operasional penyuluhan dan 
penerangan, pemantauan, menyiapkan sarana dan prasarana operasional 
kegiatan penyuluban dan penerangan. 

Pasal 16 

Subbidang Advokasi Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif 
dan operasional di bidang advokasi dan partisipasi masyarakat, meliputi 
: pengkoordinasian pelaksanaan program advokasi, penyiapan bimbingan 
teknis penyelenggaraan advokasi terhadap lembaga pemerintah dan 
swasta, dan pelaksanaan program advokasi pencegahan 
penyalahgunaan narkoba dan partisipasi masyarakat. 

Bagian Kelima 
Bidang Penegakan Hukum 

Pasal 17 

Bidang PenegakanHukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di bidang 
penyelidikan dan penindakan, dan penyediaan sarana dan prasarana. 
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Pasal 18 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, Bidang PenegakanHukum mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan 

operasional di bidang penyelidikan dan penindakan; 

b. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif clan 
operasional di biclang penyediaan sarana dan prasarana; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKALAKHARBNP 
sesuai dengan tugas clan fungsinya. 

Pasal 19 
(1) Bidang PenegakanHukwn, membawahkan: 

a. Subbidang PenyelidikanDanPenindakan; 
b. Subbidang SaranaDan Prasarana. 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepalaBidang 
Penegakan Hukum. 

Pasal 20 

Subbidang PenyelidikanDanPenindakanmempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan 
operasional di bidang penyelidikan dan penindakan, meliputi : 
pengkoordinasian kegiatan pengumpulan bahan keterangan, 
menganalisis kasus kejahatan, melaksanakan kegiatan pengumpulan 
bahan keterangan, melaksanakan kegiatan penyelidikan dan 
penindakan, menginventarisasi kasus, tersangka dan barang bukti. 

Pasal 21 

Subbidang Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan 
operasional di bidang sarana dan prasarana darurat, meliputi : analisis 
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kebutuhan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum, 
pengelolaan sarana dan prasarana untuk penggunaan operasional 
penegakan hukum., pemantauan, melaksanakan dan mengkoordinasikan 
kegiatan pengelolaan aset hasil rampasan, penyiapankoordinasi kegiatan 
inventarisasi aset hasil rampasan yang sudah memiliki keputusan tetap 
dari pengadilan, penyiapan koordinasi pengawasan dan pengendalian 
aset hasil rampasan untuk penggunaan pencegahan, pemberantasan, 
penelitian dan rehabilitasi. 

Bagian Keenam 
Bidang Terapi Dan Rehabilitasi 

Pasal22 

Bidang Terapi Dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan pemberian dukungan teknis, administratif clan operasional 
di bidang tempi medis clan penyakit komplikasi, clan rehabilitasi sosial. 

Pasal23 

Untuk menyelenggarakan tugas ·sebagaimana dimaksud daiam 
Pasal 22, Bidang Terapi Dan Rehabilitasimempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif clan 

operasional di bidang terapi medis dan penyakit komplikasi; 

b. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif clan 
operasional di bidang rehabilitasi sosial; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BNP 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal24 

(1) Bidang Terapi Dan Rehabilitasi, membawahkan: 
a: Subbidang Terapi Medis Dan Penyakit Komplikasi; 
b. Subbidang Rahabilitasi Sosial. 
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(2) . Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBidang Terapi 
DanRehabilitasi. 

Pasal25 

Subbidang Terapi Medis DanPenyakit Komplikasi mempunyai tugas 
melakukan penyiapanbahanpemberian dukungan teknis, administratif 
dan operasional di bidang terapi medis dan rehabilitasi, meliputi : 
penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi 
terintegrasi dan penyakit komplikasi penyalahgunaan narkoba, dan 
bimbingan teknis penyelengaraan terapi danrehabilitasi terintegrasi serta 
penyakitkomplikasi korban penyalahgunaan narkoba 

Pasal26 

Subbidang Rebabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional di 
bidang rebabilitasi sosial, meliputi : penyiapankooniinasi penyelengaraan 
terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek sosial, clan bimbingan teknis 
penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi berdasarkan aspek sosial. 

Bagian Ketujuh 
Bidang Data Dan Sistem Informasi 

Pasa127 

Bidang Data Dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional 
di bidang dokumentasi, pengolahan data dan pengembangan sistem 
infonnasi. 

Pasal28 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, Bidang Data Dan Sistem Informasi mempunyai fungsi: 
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a. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif clan 
operasional di biclang dokumentasi dan pengolahan data; 

b. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif clan 
operasional di bidang pengembangan sistem informasi; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehKALAKHAR BNP 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal29 
(1) Bidang Data Dan Sistem Informasi, membawahkan: 

a. Subbidang Dokumentasi DanPengolahanData; 

b. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi. 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Bidang 
Data Dan Sistem Informasi. 

Pasal30 
Subbiclang Dokumentasi Dan Pengolahan Data mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif 
dan operasional di bidang dokumentasi dan pengolahan data, meliputi 
: melaksanakan pengumpulan, pengolahan clan penyajian data di bidang 
ketersediaan dan P4GN, dan mengkoordinasikan kegiatan 
pengumpulan, pengolahan clan penyajian data di biclang ketersediaan 
danP4GN. 

Pasal31 

Subbidang Pengembangan Sistem Informasi .mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis, administratif 
clan operasional di bidang pengembangan sistem informasi, meliputi : 
pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaanjaringan informasi di 
bidang ketersediaan dan P4GN, dan mengkoordinasikan kegiatan 
pembangunan dan pemeliharaan jaringan informasi di bidang 
ketersediaan dan P4GN. 
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Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal32 
Kelompok JabatanFungsional mempunyai tugassesuai denganJabatan 
Fungsional masing-masing berdasarkanperaturan perundang-lDldangan 
yang berlaku. 

Pasal33 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fimgsional yangterbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keab1iannya. 

(2) JumlahJabatanFungsional sebagaimana dimaksud padaayat (l), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(3) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatursesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang �J.aku. · 

( 4) Pembinaan teihadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. · 

BAB ID 
TATAKERJA 

Pasal34 
KALAKHARBNP,KepalaBagian, KepalaBidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbiclang pada Sekretariat BNP dalam melaksanakan 
tugasnya berdasarkan peraturan penmdang-undangan yang berlaku dan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubemur. 

Pasa135 
KALAKHARBNP, KepalaBagian, KepalaBidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbidang pada Sekretariat BNP dalam melaksanakan 
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tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi clan 
pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Pasal35 
. Dalam melaksanakan tugasnya, KALAKHAR BNP, Kepala Bagian, 
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Pejabat 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun 
antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta 
instansi lain sesuai dengan tugas pokoknyamasing-masing. 

Pasal36 
(I) KALAKHAR BNP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala 

Subbagian, dan Kepala Subbidang pada Sekretariat BNP 
bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan clan 
memberikan bimbingan serta petuojuk-petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya masing-masing, 

(2) KALAKHAR BNP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, danKepala Subbidang wajib mengikuti danmematuhi 
petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing­ 
masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan Sekretariat BNP yang secara fungsional 
mempunyai hubungankerja 

( 4) Setiap laporan yang diterima oleh KALAKHAR BNP, Kepala 
Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala 
Subbidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan penyusunan laporan lebih lanjutdan dijadikan baban untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 
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Pasal37 

KepalaBagian, Kepala Bidang danPejabatFungsional menyampaikan 
laporan kepada KALAKHAR BNP dan berdasarkan hal tersebut 
Kepala Bagianmenyusunlaporan berkala KALAKHAR BNP kepada 
Ketua BNP, serta kepada Gubemur melalui Sekda. 

BABIV 
KEPEGAWAIAN 

.Pasal38 

Jenjangjabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal39 
KALAKHAR BNP, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, 
Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok 
Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat BNP diangkat dan 
chberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BABV 
KETENTUANLAIN-LAIN 

Pasal40 

Bagan Organisasi Sekretariat BNP Provinsi Jawa Tengah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 
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BAB VI 
PENUfUP 

Pasal41 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh KALAKHAR BNP. 

Pasal42 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 31 Juli 2008 
GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 
ALIMUFIZ 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 31 Juli 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWATENGAH 
ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR 103 
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BAGAN OROANISASI 
SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA PROVINS! 

JAWATENGAH 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN GUBl!RNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 103 TAHUN 2008 
TANGGAI. 31 JULI 2008 

KALAKHAR 
BNP 

BAGIAN 
TATAUSAHA 

-- -- 81J8 IIAQ 
UMUMDAN - K£UANOAN KEPE-AN 

KELOMPOK Bl DANG Bl DANG IIIDANG Bl DANG 
JABATAN TERAPIDAN DATA DAN SISTEM 

FUNGSIONAL PENCE GAHAN PENEGAKAN HUKUM REHABILITASI INFDRMASI 

IIUIIIIIDANO IIUIIIIIDANO 8UIBIDANCl 8Ull8IOANO 
Pl!NVUWHAN DAN PEHYELIDll<AH TEMPI IIEDIS !WI DOKUMEHTAII DAN 

PENEIIANQAN DANPENINDAKAN PENYAKJT KOMPUKASI Pl!HOOI.AHAH DATA 

IIUIIIIIDANO 8U881DANO 
IU881DANCl SUIIIIIOANO 

ADVOl<A8I DAN PAim IARANADAN PENCll!MIIANOAN 
SIPAII MA8YMMAT - RE!iABILITAII IIOIIIAL IISlDI INFOAMASI 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

co 
0, 
0, 

ltd 

ALIMUFIZ 


